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BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah
diselenggarakan Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan
dihadiri oleh Tim Asistensi dengan Unit Pemilik Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politiksebagai
objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa
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Bédan Kesathan ééngsa \:‘iah Pélitik Kabuhéten
Gunungkidul telah melaksanakan identifikasi
risiko strategis dan operasional Perangkat
daerah sebagaimana terlampir;

Badan |
Bangsa dan Politik Kabupaten

telah
menggunakan kriteria skor risiko sebagaimana

Risiko strategis dan operasional

Kesatuan

Gunungkidul dianalisa  risikonya,

diatur pada Surat Edaran Bupati Nomor

900.1.13/414 tanggal 9 Juni 2023 tentang Arah
Kebijakan Risiko

dan Pengelolaan

sebagaimana terlampir;

Risiko strategis dan operasional pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten

Gunungkidul telah dievaluasi sesuai status

risikonya dan telah dibuatkan Rencana Tindak |

Disarankan kepada Unit Pemilik Risiko
(UPR) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Gunungkidul untuk

melakukan pemantauan berkala
terhadap Register Risiko dan
pelaksanaan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) serta melakukan
perbaikan atas penyusunan Register
Resiko dan Rencana Tindak
Pengendalian apabila ditemukan kondisi
yang sudah tidak sesuai dengan hasil
identifikasi dan penilaian risiko yang

telah dilakukan sebelumnya.




Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepahaman dan tidak ada unsur paksaan dari

masing-masing pihak.

Wonosari, 17 Juli 2023
Ketua Tim,

Meirina Virayanti, SP
NIP. 19820508 201502 2 001

Pefygendali Teknis,




PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

ma Pemda : Pemerintah Kgbupaten Gunungkidul, Provinsi DIY
ahun Penilaian 12024
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
| Sumber Data : RPJMD Kab. Gunungkidul, Penstra dan Renja 2024
| Tujuan Strategis 1 Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat
2
ran Strategis 1 Meningkatnya Ketahanan Masyarakat
2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD
3
OPD IKU 2024
1 |Presentase Konflik Sosiz yang tertangani 81
1 |Presentase Konflik Scsia yang tertangani 81
2 |Meningkainya Akuntabilitas Kinerja PD 80,15
3
1 |Program Penyelenggarasn Keistimewaan Yogyakara Urusan Kebudsyaan
2 |Program Penunjang Uruean Pererintahan Daerah Kabupaten/Kota
| 3 |Program Panguatan Idec'agi Pancasiia dan Karakter Kebangsaan
4 |Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Palitik

Pregram Pemberdayaan dan Pengawasan Crganisasi Kemasyarakalan
Pregram Pemoinaan dan Pengembangan Ralahanan ERonomi, Sosial, aan
Budava

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualilas dan

(L]

, Sasaran, IKU dan Iy 4 EDEEELD ngsaan dan Resadaral

Ka Berpolitik Masvarakat
!::?I:hnnr’gm 2 |Saesaran | Meningkainya Keiahanan Masyarakat

3 |IKU:

1. Presentase Konflik Sosial
Yang tettangani
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakler Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika ssrta Budaya Politik

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisas| Kemasyarakalan
Program Fembinaan gan Pengembangan Fefahianan ERoncmi, Sosial, dan .
7 B GRS Kewaspadasr Nasioral 9an PenmaKalan Kualiss dan '
Fwﬂmmn.ﬁnnﬂkjmml_il\\
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Identillkasi Risiko Strategis

Nama Pamda Pemermiah Rabupaten Gunungkidul, Provirts DI
hiama OPD - Badan Kesaluan Bangsa dan Politk
Tanun Panilaan 2023
Periode yang dinilai 2024
Tujuan 5 ategs Tuguan n Kebangsann dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat
o
Urusan Pemernintshan -
No |  Tujuan/Sagaran Strategis Indikator Kinedga Kode
| & ] HA- ) CIRELL % - PR e T [
1 |Tujuan: indek konflik sosial yg
ingh i tahun 2026
|Kebangsaan dan kesadaran
berpolitik masyarakat
Sasaran: Freseniase FONTIK sosial yg | Capaian target konflik sosial yang RS0.24.4D. |Fepaln Badan |Kurangnyn komitmen PO internal C idak tercapainya targel Keshangpol,
1.1, Matingkainya kelahanar 1zrangani ditangan dalam witsyah kurang o701 * ::;-ﬁmmsm Pemenntah
Hurang penahamannya magyarakat | skslernal uc tergangguilya keleniramsan Masyarakat
dan kebariban
i Kepoia Badan © Kesbanopol.
5 : wwmm R50.24 40 Kurangnya pemahaman dan internal dan Hilnl eealuasi LEJIP tidok ERRE N
12 Manings sty asuntabiitas M ARIP PO dan evpiuas akuriatitas knega a7 02 Komitmen PO i ot Frciesh
kinerja PO eyl Detiam optirial
Fastarangan.
Kolom i diis! dengan nomor urut

Folom b diisl Sengan wyuan strateqis urusan wajl sebagal mans yercarim datam B P MDIRensis
Koo © dils dengan indiator kinera tujuan stateg|s
Folom d diisi dergan yraian perisiv yang medgakan neso

Kolnm = disl dengan Kode nske

Kosorm | dils! dongan Penviik rsiko, piiakiunt yang berancg

jawab/ f ki mengelola risio

Kolom g disi dengan peryebab bmbuinya nsko. Untuk mempsrmedan {denikasi sebab riswa, sebiab risiko. bisa dikategorikan ke datam Man, Money. Mathod, Machine dan Material
Walom b disl dengay gumber riskn | ekstematinemalh »
Ko | dis! dengan ¢, ke umit keqa mampa untuk mengerdallean penyebab 1sko, atau UG i unil kers toak mampy mengandlikan risiko

Kook | S dengan urnisn skibal yang ditmbidkan ik risiko benar benar Jriad] Uritik mempenmisdan idectifikasi dampak fisho. dampak risko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerjs, Reputasi dan Hikurn

Kalom  dist angan pihakiund yang mendarifaierkena damank fie risiko benar-benar taradi




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda . |Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY o]
‘Tahun Penilaian . |2024
Periode yang dinilai . |Periode RPJMD Tahun 2021-2026
‘Urusan Pemerintahan . [Urusan
OPD yang Dinilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Gunungkidul
sumber Data : |Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
ujuan Strategis 1 Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakal
2 0
“T0Q r i 1
™ :rn dan Kegisian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2 |Program Penunjang Urusan Pemarinishan Daerah Kabupaten/Kota
3 |Program Penguatan Ideclogi Pancasila dan Karakler Kebangsaan
4 |Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Elika serta Budaya Politik
5 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5 |Frogram Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonami, Sosial, dan
Budava
7 |Program Peningkatan Kewe3spadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fg
=luaran/Hasil Kegiatan
ProgramiKegiatan | Indikator Target
PROGRAM PENYELENGGARAAN|Persentase Masyarakat memanami e
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA |Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik
URUSAN KEBUDAYAAN berbasis budaya
Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga |Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan 3 kali
Budaya Palitik berbasis budaya
FFE%W PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang urusan 100%
URUSAN PEMERINTAHAN pemerintah dasrah kabupaten lerlaksana
DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan baik
Perencanaan, Penganggaran, dan | jymah dokumen perencanaan, 29 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |oenganggaran dan evaluasi tersusun
Administrasi Keuangan Perangkat |Jumlah layanan adminisirasi keuangan 4 layanan
Administrasi Kepagawalan Jumlah layanan pendataan dan pengolahan 1 layanan
Administrasi Umum Perangkat Jumlah layanan administrasi umum leriaksana 10 layanan
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Jumiah layanan penunjang Urusan 6 layanan
Pemaliharaan Barang Milik Daerah |Jumiah layanan pemeliharaan Barang Milik 12 layanan
PROGRAM PENGUATAN Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap 90%
UDEQLOGI PANCASILA DAN kehannsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan  |Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan 14 kali
[PROGRAM PENINGKATAN Persentase Partisipasi poiitik Masyarakat B2.5%
PERAN PARTAI POLITIK DAN dalam Pileq, Pilpres, Pilkada
Perumusan Kebijakan Teknis dan  [Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat 41 layanan
PROGRAN PEMEBERDAYAEN Persentase Ormas Dan LSM Yang Alktif T2%
DAN PENGAWASAN  _ |Dalam Kenialan Pamerintahan Dan
Perumusan Kebijakan Teknis dan  [Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM 4 kaii
PROGRAN PEMBINAAN DAN Persentase pemahaman masyarakat lerhadap 90%
KETAHANAN |Kenikunan Limat Bar
Perumusan Kebijakan Teknis dan  |Jumiah Pembinaan Kerukunan Umat 4 kali
PROGRAM PENINGKATAN Persentase konfilk sosial yang ditangani 91%
KEWASPADAAN NASIONAL DAN |dalam wilayah
Perumusan Kebijakan Teknis den | Jumpst Fasilitasi Perumusan kebijakan izknis 28 |ayanan
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PROGRAM Persentase Masyara Pelaksanaan Kurang pemahaman |RO0.24.40.7.01 |Kepala Bidang |kurangnya SOM dan |internal T
PENYELENGGARAAN memahami Pendidikan masyarakat tentang Kesbang, Sub |pelaksanaan pamahaman
KEISTIMEWAAN Wawasan kebangsaan dan pendidikan wawasan Koordinator Anggaran dana masyarakat taniang
I NOGVYAKADTA LIRIIS AN nalitik haek s ker dan nolitk ksist - oy
Adat, Seni, Tradisi dan Jumlah Kegiatan Wawasan Peserata yang RO0.24.40.7.02 |Kepala Bidang | Kurang SDMdan  [internal UC |kurangnya Pamatiniah 1
Lembaga Budaya Kebangsaan dan Paolitik mengikuti kegiatan Kesbang, Sub  |pelaksanaan pemahaman Kabupatren dan
berbasis budava kuarana tecat Anggarandana masvarakat tentana {masvarakat |
2IPROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Pelaksanaan keterlambatan dalam |ROD.24 40.7 03 |Kepala kesbang |Kurangnya SDM dan |intemal UC |kegiatan tidak berjalan | Badan Kesatuan
URUSAN PEMERINTAHAN |pen unjang urusan pemerintah panyampaian , sekretans, Kurangnya dukungan maksimal Bangsa dan
DAERAH KABUPATEN/KOTA |daerah kabupaten terlaksana dokumen dokumen perencanaan  |anggaran Politik
dengan baik laporan dan keuangan
Jasubag umum
Perencanaan, Penganggaran, |Jumlah dokumen perencanaan, |Pelaksanaan keterlambatan dalam |ROD.24.40.7.04 |Sekban , Kurangnya SDM, internalfeks| UC |keterlambatan Badan Kesatuan
dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan evaluasi penyampaian kasubag ternal penyampaian laporan |Bangsa dan
Perangkat Daerah tersusun dokumen dokumen Perncanaan keuangan Paolitik
laporan dan keuangan
Pelaksanaan keterlambatan dalam |[ROD 24 40.7 05 |sekban Kurangnya SDM, internal/eks| UC |keterlambatan Badan Kesatuan
Adminisirasi Keuangan Perangkat| Jumlah layanan administrasi penyampaian Kasubag ternal panyampaian laporan |Bangsa dan
Daerat keuangan teraksana dokumen dokumen parencanaan keuangan Politik
laparan dan keuangan
Pelaksanaan keterdambatan dalam |[RO0 24 40.7 06 |sekban, kurangnya SDM internalfeks| UC |Keterlambatan laporan|Badan Kesatuan
Administrasi Kepegawaian Jumiah layanan pendataan dan penyampaian kasubag umum ternal kepegawaian Bangsa dan
Perangkat Daerah DEgDIEt et Sy s Tas| dokumen dokumen Perangkat daerah Politik
kepegawaian lerlaksana Isporen
Pelaksanaan kurangnya pelayanan |[RQ0.24.40.7.07 |sekban Kurangnya SDM internalieks| UC |kelerbatasan pada Badan Kesatuan
Administrasi Umum Perangkal  |Jumlah layanan acministrasi pada kantor Kasubag Umum ternal pelayanan kantor Bangsa dan
Daerah urmum terlaksana ! Politik
T pelaksanaan Jumiah jasa urusan |RO0.24 407 08 |sakban, Kurangnya SDM, interal/ UC |Penyeienggaraan Badan Kesatuan
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah layanan panunjang Urusan penunjang urusan kasubag umum |Kurangnya Anggaran [ekstarnal pelayanan Publik tidak |Bangsa dan
Urusan Pemerintahan Dasrah pemafintah daerah tenaksana Permerintahan Dasrah) optimal Politik
tidak terlaksana
Perancanaan Penganggaran RO0.24.407 09 [sekban, Subag |Perubahan eksternal | UC [Pemeliharaan kurang |Badan Kesatuan
pemeliharaan tidak umum kebutuhan optimal Bangsa dan
Pmaii'l;r::ur:‘?ra:g n::m Jumiah layanan pemelinaraan sesuai kebuluhan pemeliharaan Politik
Fum!rin!ahanlnxrah e Barang Milik Daerah lerlaksana berubah sesuai
dengan
parkembangan di
. ;
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IDEOLOGI PANCASILA DAN |Masyarakat tarisdap wawsssn prolak sanasn Kosbung, Sub  |Kurangnys d pamahaman Kabupaben dan
KARAKTER KEBANGSAAN [kebangsaan Kegiatan Program Koordinator anggaran masyarakat terhadap | Masyarakat
Penguatan Ideologi Ideclogi Pancasila dan
pancasila dan Karakter Kebangsaan
karakter kehaoassan
Pelaksanaan Kurangnya RO0.2440.7.11 |Kepala Bidang |Kurangnya dukungan |internalieks| UC |Penyslenggaraan Badan Kesatuan
pemahaman Kesbang, Sub  |anggaran ternal Pembinaan wawasan |Bangsa dan
Perumusan Kebijakan Teknis masyarakal Koardinator kebangsaan tidak Politik,
dan Pemantapan Pelaksanaan |Jumiah pembinaan wawasan mengenai arti penting |sesuai dengan target |masyarakat
Bidang ldeologi Pancasila dan [kebangsaan wawasan i
Karakter Kebangsaan 4 .
nasionalisme, dan
bela negara
Pelaksanaan rendahnya partisipasi [R00.24.40.7.12 |Kepala Bidang |Keterbatasan sarana |internalieks| C  |rendahnya jumiah Badan Kesatuan
politik masyarakat di Poldagri, Sub  |dan prasarana dalam |ternal masyarakat yang Bangsa dan
PROGRAM PENINGKATAN daerah tertentu Koordinator  |pelaksanaan memahami pendidikan | Politik,
PERAN PARTAI POLITIK Pendidikan Politik politik masyarakat dan |masyarakat
DAN LEMBAGA Persentase Partisipasi politik Masyarakat pada saat generasi muda,
PENDIDIKAN MELALUI Masyarakat dalam Pileg. Pilpres, dilaksanakan di masyarakat kesulitan
PENDIDIKAN POLITIK DAN  |Pilkada kapanewon Girsubo akses menuju tempat
PENGFEMBANGAN ETIKA dan ruang lingkup Pemungutan Suara
SERTA BUDAYA POLITIK pelaksanaan Pamilu
di Daerah terpencil
Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Jumiah peserta yang |ROQ 24.40.7.13 |Kepala Bidang |lnformasi kegiatan  |eksternal | UC |Anggaran tidak Badan Kesaatuan
dan Pemantapan Pelaksanaan hadir lidak sesuai Poldagri, Sub  |tidak tepat sasaran terserap sesuai Bangsa dan
Bidang Pendidikan Palitik, dengan pefencanaan Koordinator dan tidak aam_paa dengan perencanaan |Politik
Etika Budaya Politik, i iy
: ang semestinyga
E"“'“gk‘.’”" Demokrasi Jumiah Pendidikan Politik e X
asilitasi Kelembagaan Masyarakat
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan
Pelaksanaan Rendahnya antusias |ROO.24.40.7.14 |Kepala Bidang |Kurangnya dukungan [internal UC |Rendahnya peran Badan Kesaatuan
PROGRAM PEMBERDAYAAN |Persentase Ormas Dan LSM Yang Ormas dalam Paldagri, Sub  |[@anggaran serta Ormas dalam Bangsa dan
DAN PENGAWASAN Akiif Dalam Kegiatan mengikuti Program Kaordinator Pemerintahan dan Puoilitik,
ORGANISAS! Pemerintahan Dan Pembangunan Pembardayaan dan Pembangunan masyarakat
KEMASYARAKATAN Pengawasan Omas
0 Perancanaan volume jumiah ROO0.24.40.7.15 |Kepala Bidang |kurangnya dukungan |internal UC |Badan Kesbangpol Badan Kesaatuan
Perumusan Kebijakan Teknis kagiatan yang tidak Poldagri, Sub  |anggaran tidak dapat Bangsa dan
Dan Pemantapan Pelaksanaan| | .. po orisaan Ormas dan memadahi untuk Koordinator memberdayakan Politik,
Bidang Pemberdayaan Dan | o, pemberdayaan o semua ormas yang  |masyaiakat
Pengawasan Organisasi ; seluruh jumlah ormas tercatat
Kemasyarakatan yang fercatat
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5|PROGRAM PEMBINAAN LU
KETAHANAN EKONOMI, Kerukunan Umat Beragama kerukunan umat Bangsa, Sub  [pemahsman
SOSIAL, DAN BUDAYA baragama masih Koordinator masyarakat
kurang dalam mengenal kerukunan
persentasenya umat beragama
—_— Jurmiah Pembinaan Kerukunan |Pelaksanaan Pembinaan ROO.2440.7.17 |KepalaBidang |Terdapatagenda ekstarnal, C |lidak terlaksananya  |Badan Kesatuan
dal 5"““ s lw'PaLaksanaan Umat Beragama kerukunan |_.msi Kesatuan kegiatan yang padat internal kagiatan pembinaan |Bangsa dan
Bm’ "'ﬂmm’n B ok beragama tidak Bangsg. Sub sehingga Politik
. Ketaha h terlaksana Koordinator meanghambat A
Sosial dan Budaya peleksana
7/PROGRAM PENINGKATAN |Persentase konflik sosial yang |Pelaksanaan Capaian target konflik ROO.2440.7.18 |Kepala Bidang |belum optimainya ekstarnal, C [terganggunya Masyarakat
KEWASPADAAN NASIONAL |ditangani dalam wilayah sosial yang ditangani Kesatuan konflik sosial yang  |internal ketentraman dan
DAN PENINGKATAN dalam wilayah kurang Bangsa, Sub  |ditangani dalam ketertiban umum
KUALITAS DAN FASILITASI optimal Koordinator wilayah
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL .
Jumiah Fasilitasi Perumusan Pelaksanaan Jumilah fasilitasi ROO.24.40.7.19 |Kepala Bidang |Pelaksanaan fasilitasi |eksternal, C |Konflik sosial Masyarakat
Perumusan Kebijakan Teknis kebijakan teknis penanganan perumusan kebijakan Kesatuan perumusan kebijakan |internal berlangsung dalam
dan Pelaksanaan Pemantapan |konflik Sosial teknis penanganan Bangsa, Sub  (teknis penanganan jangka waktu lama
Kewaspadaan Nasional dan konfiik sosial kurang Koordinator konflik sosial tigak
Penanganan :{onflik Sos.al optimal lerlaksana
L2
Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKFD

Kolom ¢ diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegialan

Kolom e dilsydengan uraian pefistiva yang merupakan risiko

Kalom f diisi dengan Koda risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepantingan untuk mengeiola risixo

Kolom h diisi dengan penysbab timbuinya risiko, Untuk mempermudah identifikast sehab risiko, sebab fisiko bisa dikategorikan ke dalam | Man, Money, Method Maching , dan Material
Kolom i diisi dengan sumber nsiko (eksternaliinternal)

Kolom j diisi dengan C, jika umit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UG jika unit kerja tidak mampu mengendabkan penysbab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditirmbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak rBiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom | diisi dengan pihak/unit yang menderitaiterkena dampak jika risiko benar-benar tenadi




Hasil Analisis Risiko

Nama Peranghkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Tahun Penitaian 2024
Tujuan Strategis Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat
Meningkatnya Ketahanan Masyarakat
Urusan Pemerintahan _ - ’
“Risiko" yang Teridentifikasi Analisis Risiko Sebelum Pengendalian yang telah ada Analisis Risiko pasca
No. Pengendalian (pengendalian terpasang) pengendalian
4 3 Skala Skala Skala Skala Skala Skala
Program/Kegiatan Risiko Kode Risiko Dampak*’) |Kemungki| Risiko Dampak) |Kemungki| Risike
nan7) 2 nan *)
3 b c d c d ] f g h 7
|| Risiko Operasional
1/PROGRAM PENYELENGGARAAN Kurang pemahaman masyarakat ROO.24.40.7.01 3 2 11 Melakukan inovasi kegiatan 5 2 =
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA tentang pendidikan wawasan y & e
URUSAN KEBUDAYAAN kenagsaan dan politk berhasis s
budaya Le |
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya |Peserata yang mengikuti kegiatan RO0.24 40.7.02 3 2 11 Melakukan Koordiasi dengan 3 2 —
kuarang tepal sasaran stakeholder &
Z|PROGRAM PENUNJANG URUSAN katerlambatan dalam penyampaian  |R0O0.24.40.7.03 3 3 14 2 2
PEMERINTAHAN DAERAH dokumen dokumen laporan 1
KABUPATEN/KOTA .3
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi |keterlambatan dalam panyampaian |[R00.24.40.7 04 3 2 11 Rapat koordinasi, surat perintah, sural 2 2
Kinerja Perangkat Daerah dokumen dokurmen laporan edaran b 2
Administrasi Keuangan Perangkal Daerah  |keterlambatan dalam penyampaian |ROO.24.40.7.05 3 2 " Koordinasi, konsultasi, dan evaluasi 2 2 =
dokumen dokumen laporan dengan BKAD ' L
Administrasi Kepegawaian Perangkat ketariambatan dalam penyampaian  |RO0.24.40.7.08 3 2 11 rapat koordinasi internal 3 2 .
Daerah dokumen dokumen laporan LR
Adminisirasi Umum Perangkat Daerah kurangnya pelayanan pada kantor RDO.24.40.7.07 3 2 1 rapat koordinasi intenal, pelatihan 3 3 v
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah jasa urusan penunjang ROO0.24.40.7.08 3 2 11 helanja sesusi kebutuhan 2 2 7
Pemerintghan Daerah urusan Pemerintahan Daerah tidak
leriaksana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penganggaran pemeliharaan (idak ROO.24.40.7.09 3 2 13 belan {a s2suai kebutuhan 3 2
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebuluhan 11
3/PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Kurang optimalnya pelaksanaan RO0.24.40.7.10 3 2 11 Maningkatkan jumiah kegiatan 3 2 C—
PANCASILA DAN KARAKTER Kegiatan Program Penguatan pembinaan wawasan kebangsaan i ]
KEBANGSAAN ldeologi pancasila dan karakier |
Perumusan Kebijakan Teknis dan Kurangnya pemahaman masyarakat |ROO.24.40.7.11 2 2 # Malakukan koordinasi dengan 7 3
Pemantapan Pelaksanaan Bidang ldeclogi |menganai arli penting wawasan narasumber terkait materi yang akan 7
Pancasila dan Karakter Kebangsaan kebangsaan, nasionalisme, dan bela disampaikan sebslum kegiatan |
_|nagasa dilaksanakan




- —

OGIAM PEN

I

e b 1 WM PERAN mﬂm h ey anaran kegiatan ke daers
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA masyarakat di daerah tertenty ~|yang tingkat partisipasinya rend
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN LA N
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA e
SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Jurniah peserta yang hadir tidak ROO.24.40.7.13 3 10 koordinasi dengan Stakeholder untuk
Pemantapan Pelaksanaan Bidang sesuai dengan perencanaan memilih peserta yang tepat sasaran
Pendidikan Politik, Etika Budaya Paolitik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitas
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pernilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, . ¥!
serta Pemantauan ;

5| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Rendahnya antusias Ormas dalam  |R00.24.40.7.14 3 10 |Adanya inovasi kegiatan dengan
PENGAWASAN ORGANISASI mengikuti Program Pemberdayaan anggaran yang tersedia
KEMASYARAKATAN dan Pengawasan Ormas :
Perumusan Kebijakan Teknis Dan volume jumiah kegiatan yang tidak RO0.24.40.7.15 3 10 Penambahan jumiah volume kegiatan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang memadahi untuk pemberdayaa” ¥ :
Pemberdayaan Dan Pengawasan seluruh jumlah armas yang 18762
Organisasi Kemasyarakatan

§|PRC~ """ "EMBINAAN DN Pemahaman Masyarakat terhadap  |R00.24.40.7.16 2 7 |Melakukan kegiatan pembinaan KUB
PENGEMBANGAN KETAHANAN kerukunan umat beragama masi secara optimal sesuai DPA

[ EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA kurang dalam persentaseny?

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan kerukunan umat R0O0.24.40.7.17 2 L5 Menyusun jadwal kegiatan sesegera
Pemantapan Pslaksanaan Bidang beragama tidak terlaksana mungkin agar dapat mengapling
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya tanggal agenda

7|PRCGRAM PENINGKATAN Capaian targel konfilk sosial yang  [RO0.24.40.7.18 2 137 |Koordinasi yang intensif dengan Tim
KEWASPADAAN NASIONAL DAN ditangani dalam wilayah kura"d terpadu Penanganan Konflik Sosial
PENINGKATAN KUALITAS DAN optimal
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Parumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah fasilitasi parumusan K?buakan ROO24.40.7.19 3 14 Koordinasi yang lebih intensif dengan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan  |t2knis penanganan konflik sosial e Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial
Nasiona| dan Penanganan Konfiik Sosial  |kurang optimal agar teknis pananganan konfiik sosial

lebih optirmal

Il| Risiko Strategis e

1| Tujuan:
Meningkatkan wawasan Kebangsaan
dan kesadaran berpolitik masyarakat i
Sasaran: Capaian target konflik sosial ¥2M3 RS0.24.40.07.01 ———
1.1 Meningkatnya ketahanan masyarakat  |ditangani dalam wilayah kurand

optimal




[ [Sasaran: [Perencaaan, pengukuran, pelaporan | RS0.24.40.07.02 EfjiEnSE =
1.2, Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD |dan evaluasi akuntabilitas kinerja e L BT
internal belum optimal

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan program/ kegiatan

Kolom c diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai sheet 5

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan ratan-rata/modus skala dampak yang diberikan peseria diskusi sebelum adanya pengendalian
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi sebelum ada pengendalian
Kolom { diisi nilai risiko sesuai matriks risiko sebelum ada pengendalian

Kolom g diisi dengan pengendalian yang sudah ada

Kolom h diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi setelah pengendalian terpasang
Kolom i diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/ modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi setelah pengendalian terpasang
Kolom i diisi nilai risiko sesuai matriks risiko yang masih tersisa setelah adanya pengendalian terpasang -

Rumus Otomatis




Daftar Risiko Prioritas

Nama Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

1.2. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja PD

pelaporan dan evaluasi
akuntabilitas kinerja
internal belum optimal

Tahun Penilaian 2024
Tujuan Strategis Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masya. akat
Meningkatnya Ketahanan Masyarakat
Urusan Pemerintahan 0
No. ; Risiko Prioritas R M_H__.w Pemilik Risiko|  Penyebab _Dampak
Program/Kegiatan 1 Risiko Kode Risiko
3 o] g b FETo d e f : g
! _E.I.-_nﬂ D‘.-..‘g_—ﬁ.—. y H.‘._wi + =TE 3
Il Risiko Strategis
Tujuan:
Meningkatkan wawasan
Kebangsaan dan kesadaran
berpolitik masyarakat
1|Sasaran: Capaian target konflik | RS0.24.40.07.01 Kepala Badan |Kurangnya komitmen|tidak tercapainya target
1.1. Meningkatnya ketahanan sosial yang ditangeni PD Presentasi Konflik
masyarakat dalam wilayah kurang Sosial yang tertangani
optimal
2|Sasaran: Perencaaan, pengukuran,| RS0.24.40.07.02 Kepala Badan Kurangnya Nilai evaluasi LKJIP
pemahaman dan tidak sesuai targst

komitmen PD




Keterangan
[ 1| Risiko Operasional
Data diambil dari Sheet Risk Operasional OFPD
Apabila menambah Baris dapat melakukan Insert baris di atas risiko strategis

Rumus dapat ditarik kebawah sesuai kebutuhan

[ II] Risiko Strategis | :




Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

MNama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

2024

Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat
Meningkatnya Ketahanan Masyarakat

Program/Kegiatan

Risiko Kode Risiko

Urusan Pemerintahan 0
Uraian Pemilik/
No Risiko Prioritas Pengendalian yang Penc:r!:::llian R;:ca::;::':::k Penangung ::rgetlewﬁa!ttu
Sudah Ada %) : 4 ng imyiab nyelesaian

Risiko Operasional

Risiko Strategis
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